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A B S T R A C T S  A R T I C L E   I N F O 

A boundary is a mark that separates adjacent geographical areas 
and serves as a separator for the authority to manage government 
administration between regions and can be found on land and sea 
areas. Various regulations have been made by the Indonesian 
government to regulate regional boundaries including maritime 
boundaries, including Permendagri No. 76/2012 which was later 
amended to Permendagri No. 141/2017. This change is motivated 
by the fact that Permendagri No. 76/2012 is considered not in 
accordance with the development of the situation, so it needs to 
be replaced with a new ministerial regulation. One of the 
differences in the two Ministerial Regulations is the difference in 
vertical datum or height reference at the base point used as a 
reference for drawing the shoreline. According to Permendagri 
No. 76/2012, the shoreline drawing reference uses the lowest low 
tide level, while Permendagri No. 141/2017 uses a reference at 
the highest tide level. This research aims to determine the effect 
of vertical datum on shoreline changes in the affirmation of marine 
boundaries through literature study and spatial analysis. The 
results of this study indicate that changes in vertical datum have 
an influence on shoreline shifts which are also influenced by the 
slope of the coastal slope, shoreline shifts that drift towards the 
mainland cause a reduction in the area and management of 
regional seas. 
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1. PENDAHULUAN 

Batas wilayah merupakan tanda yang memisahkan wilayah geografis bersebelahan 

dan berfungsi sebagai pemisah kewenangan pengelolaan administrasi pemerintah antar 

daerah, keberadaan batas tersebut bisa terdapat pada wilayah daratan maupun lautan 

(Joyosumarto, 2013). Anis & Sinaga (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa wilayah 

laut terdiri atas laut beserta tanah di bawahnya dimana tanah di bawah laut merupakan dasar 

laut. Tingginya nilai batas pengelolaan wilayah laut, baik pada daerah bersangkutan maupun 

daerah perbatasan menjadi nilai strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya 

alam yang ada, serta menghindari konflik terkait keberadaan sumber daya tersebut dimasa 

mendatang menjadikan penegasan batas laut menjadi penting (Arddinatarta, Sudarsono, & 

Awaluddin, 2016; Prayogi, 2016). 

Berbagai produk hukum telah dibuat oleh pemerintah negara Indonesia untuk 

mengatur batas-batas daerah termasuk batas laut. Beberapa peraturan yang telah dibuat dan 

berkaitan dengan penegasan batas daerah terutama batas laut diantaranya adalah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas 

daerah yang kemudian digantikan oleh Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan 

Batas Daerah. Prasetyo dkk. (2020) menyatakan bahwa lahirnya Permendagri No. 141 Tahun 

2017 dilatar belakangi karena Permendagri No. 76 Tahun 2012 dianggap tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah 

sehingga perlu diganti dengan peraturan menteri yang baru. 

Perbedaan pada kedua Peraturan Menteri tersebut salah satunya adalah pada 

perbedaan datum vertikal atau referensi tinggi pada titik dasar yang digunakan sebagai 

referensi penarikan garis pantai. Menurut Permendagri No. 76 Tahun 2012, titik dasar 

menggunakan referensi dari perpotongan garis air pasang terendah dengan daratan sebagai 

acuan penarikan garis pantai guna penetapan batas daerah laut, sedangkan pada 

Permendagri No. 141 Tahun 2017 digunakan referensi garis air pasang tertinggi sebagai 

datum vertikal untuk titik dasar. Dari perubahan pada Peraturan Menteri tersebut, 

mengakibatkan adanya pergeseran titik dasar yang berdampak pada tata cara penarikan garis 

pantai, dimana jarak antara kedua titik tersebut dipengaruhi oleh selisih air pasang terendah 

dan air pasang tertinggi yang berdampak pada luas wilayah pengelolaan laut (Prayogi, 2016; 

Prayogo & Sumaryo, 2021). 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh 

datum vertikal terhadap perubahan garis pantai dalam penegasan batas wilayah laut akibat 

perubahan Permendagri No. 76 Tahun 2012 menjadi Permendagri No. 141 Tahun 2017.  
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2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur pada dokumen 

Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017, serta penelitian lain 

yang terkait dengan penetapan batas laut daerah. Penelitian ini dibatasi pada pengkajian 

pasal-pasal yang mengatur tentang penetapan batas daerah wilayah laut dan analisis spasial 

untuk mengetahui pengaruh tingkat kelerengan terhadap pergeseran garis pantai akibat 

perubahan datum vertikal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan batas daerah yang meliputi batas laut menjadi penting, karena menyangkut 

aspek sumber daya dan kewenangan dalam menjaga lingkungan laut. Adikresna  (2014) 

menyatakan bahwa penentuan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan 

dan kepastian yurisdiksi. (Adikresna, P. R., & Budisusanto, Y. 2014). Perubahan Permendagri 

No. 76 Tahun 2012 menjadi Permendagri No. 141 Tahun 2017 memiliki dampak terhadap 

aspek teknis dalam penetapan batas laut daerah. Kedua peraturan ini menjelaskan bahwa 

garis pantai yang digunakan sebagai referensi penarikan batas laut adalah garis pertemuan 

antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada 

peta dasar, namun definisi permukaan air laut pada saat pasang surut yang digunakan pada 

kedua peraturan ini berbeda. Pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 permukaan pasang surut 

yang digunakan sebagai datum vertikal adalah permukaan air pada saat surut terendah, 

sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 menggunakan referensi permukaan air 

pada saat pasang tertinggi.  

Permukaan air pada saat pasang tertinggi dan surut terendah ini digunakan untuk 

mendefinisikan titik dasar, dimana titik dasar ini merupakan titik koordinat pada perpotongan 

permukaan air dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai. Garis pantai ini 

selanjutnya digunakan sebagai referensi untuk menentukan batas laut daerah yang ditarik 

tegak lurus dari garis pantai sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah 

perairan kepulauan. 

Menurut Permendagri No. 76 Tahun 2012, titik dasar yang digunakan berada pada 

garis surut terendah, sehingga garis pantai mengikuti perpotongan permukaan air pada saat 

surut terendah dengan daratan, sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017, titik 

dasar berada pada garis pasang tertinggi sehingga garis pantai mengikuti perpotongan 

daratan dengan permukaan air pada saat pasang tertinggi. Ilustrasi titik dasar pada 

perpotongan daratan dengan masing-masing permukaan air dapat dilihat pada Gambar 1. 

 



Wisayantono et al., Analisis Pengaruh Perubahan PERMENDAGRI … | 100 

DOI:  

p- ISSN 1412-050X e- ISSN 2828-5778 

 

Gambar 1. Pendefinisian Garis Pantai 

Sumber: (Sasmito, B. 2020). 

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa perubahan Peraturan Menteri ini menimbulkan 

selisih antara garis air rendah dengan garis air tinggi, apabila beda tinggi ini dikombinasikan 

dengan persentase kemiringan lereng, maka dapat dihitung pergeseran garis pantai secara 

horisontal akibat perubahan datum vertikal atau referensi tinggi akibat perubahan peraturan 

ini.   

Klasifikasi kemiringan lereng ini menurut arsyad (2009) dalam Kendarto (2018) dibagi 

menjadi 7 kelas kemiringan, secara rinci klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di 

bawah ini: 

Tabel 1. Klasifikasi kemiringan lereng 

Kemiringan (%) Klasifikasi 

0 - 3 Datar 

3 - 8 Landai 

8 - 15 Agak Miring 

15 - 30 Miring 

30 - 45 Agak Curam 

45 - 65 Curam 

>65 Sangat Curam 

Sumber: (Kendarto, D. R., et.al. 2018). 

 

Penelitian tentang pengaruh perubahan datum vertikal pada pergeseran garis pantai 

ini selanjutnya dilakukan pada 6 kelas kemiringan lereng, kemudian perhitungan pergeseran 

garis pantai menggunakan nilai maksimum dari setiap kelas, nilai maksimum dari 6 kelas 

tersebut antara lain 3% (datar), 8% (landai), 15% (agak miring), 30% (miring), 45% (agak 

curam), dan 65% (curam), kelas ke-7 dengan nilai lebih dari 65% atau sangat curam tidak 

diikutkan dalam perhitungan dengan asumsi pada kelas kemiringan lereng tersebut 

pergeseran horisontal sangat minimum dan cenderung hanya terjadi pergeseran vertikal saja. 

Dengan mengetahui pergeseran vertikal dan persentase dari setiap kelas kemiringan lereng, 
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maka perhitungan pergeseran horisontalnya mneurut Saputra (2022) dapat dicari 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. Persamaan persentase kemiringan lereng 

Sumber: (Saputra, R. T., et.al. 2022). 

Kemudian untuk melihat signifikansi pergeseran horisontal akibat perubahan datum 

vertikal, pergeseran horisontal ini juga dilakukan perbandingan pergeseran pada peta sesuai 

skala yang akan digunakan, Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 

Tahun 2017 tidak secara sepesifik mengatur tentang penggunaan skala dalam hasil 

pembuatan peta batas laut daerah, namun kedua peraturan tersebut hanya menjelaskan 

kriteria minimal skala yang digunakan pada peta cetak batas daerah, kriteria tersebut antara 

lain peta batas provinsi pada skala 1:500.000, peta batas kabupaten pada skala 1:100.000, 

dan peta batas kota pada skala 1:50.000. Selanjutnya penelitian ini menggunakan 3 skenario 

perubahan beda tinggi antara permukaan air surut terendah dengan permukaan air pasang 

tertinggi yaitu sebesar 1 meter, 3 meter dan 5 meter. Hasil pergeseran horisontal garis pantai 

akibat perubahan datum vertikal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 Tabel 2. Pergeseran horisontal pada pergeseran datum vertikal sebesar 1 meter 

Pergeseran Datum Vertikal 1m     

Kemiringan 

Maksimal 

Pergeseran Horisontal Garis Pantai 

Lapangan 
Peta Skala 

1:50.000 

Peta Skala 

1:100.000 

Peta Skala 

1:500.000 

3% 33.333 m 0.667 mm 0.333 mm 0.067 mm 

8% 12.500 m 0.250 mm 0.125 mm 0.025 mm 

15% 6.667 m 0.133 mm 0.067 mm 0.013 mm 

30% 3.333 m 0.067 mm 0.033 mm 0.007 mm 

45% 2.222 m 0.044 mm 0.022 mm 0.004 mm 

65% 1.538 m 0.031 mm 0.015 mm 0.003 mm 

Sumber: Hasil Olah Data (2023) 
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Tabel 3. Pergeseran horisontal pada pergeseran datum vertikal sebesar 3 meter 

Pergeseran Datum Vertikal 3m     

Kemiringan 

Maksimal 

Pergeseran Horisontal Garis Pantai 

Lapangan 
Peta Skala 

1:50.000 

Peta Skala 

1:100.000 

Peta Skala 

1:500.000 

3% 100.000 m 2.000 mm 1.000 mm 0.200 mm 

8% 37.500 m 0.750 mm 0.375 mm 0.075 mm 

15% 20.000 m 0.400 mm 0.200 mm 0.040 mm 

30% 10.000 m 0.200 mm 0.100 mm 0.020 mm 

45% 6.667 m 0.133 mm 0.067 mm 0.013 mm 

65% 4.615 m 0.092 mm 0.046 mm 0.009 mm 

Sumber: Hasil Olah Data (2023) 

Tabel 4. Pergeseran horisontal pada pergeseran datum vertikal sebesar 5 meter 

Pergeseran Datum Vertikal 5m     

Kemiringan 

Maksimal 

Pergeseran Horisontal Garis Pantai 

Lapangan 
Peta Skala 

1:50.000 

Peta Skala 

1:100.000 

Peta Skala 

1:500.000 

3% 166.667 M 3.333 Mm 1.667 Mm 0.333 Mm 

8% 62.500 M 1.250 Mm 0.625 Mm 0.125 Mm 

15% 33.333 M 0.667 Mm 0.333 Mm 0.067 Mm 

30% 16.667 M 0.333 Mm 0.167 Mm 0.033 Mm 

45% 11.111 M 0.222 Mm 0.111 Mm 0.022 Mm 

65% 7.692 M 0.154 Mm 0.077 Mm 0.015 Mm 

Sumber: Hasil Olah Data (2023) 

Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat bahwa pergeseran horisontal atau pergeseran 

garis pantai ini semakin jauh menjorok ke daratan apabila kondisi topografi pesisir pantai 

memiliki kelas kemiringan lereng yang datar dan perbedaan ketinggian permukaan air antara 

kedua datum vertikal semakin tinggi, begitu juga dengan semakin tinggi persentase 

kemiringan lereng atau semakin curam kondisi topogafi pesisir maka pergeseran garis pantai 

tersebut juga akan semakin kecil. Hal ini tentunya akan mempengaruhi luas wilayah dan 

pengelolaan laut daerah akibat pergeseran garis pantai, luas wilayah akan semakin sempit 

apabila garis pantai semakin menjorok ke daratan akibat pemilihan datum vertikal 

menggunakan permukaan air pasang tertinggi. Sedangkan pengaruh pergeseran garis pantai 

diatas peta secara signifikan terlihat pada peta skala 1:50.000, dengan kondisi skenario kelas 

kemiringan topografi pesisir yaitu datar dan landai, serta perbedaan tinggi antara kedua datum 

diatas 1 meter. Namun dari ketiga skala peta tersebut pergeseran garis pantai diatas peta 

masih berada pada orde milimeter.  
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Hal ini diperkuat dengan penelitian dari Amarrohman dkk. (2019) dan Syafitri dkk. 

(2017) yang menjelaskan bahwa perbedaan datum vertikal dalam peta dasar mengakibatkan 

perubahan pada batas wilayah dan pengelolaan laut daerah, kemudian dalam penelitian 

Maulana dkk. (2017) menyatakan bahwa perubahan garis pantai mengakibatkan perubahan 

pada titik dasar sehingga mempengaruhi dalam penarikan batas laut dan berkurangnya luas 

wilayah laut daerah.  

 

4. KESIMPULAN 

Perubahan Permendagri No. 76 Tahun 2012 menjadi Permendagri No. 141 Tahun 

2017 memiliki pengaruh signifikan dalam aspek teknis penegasan batas daerah terutama 

batas laut, perubahan ini berdampak pada luas wilayah laut daerah yang semakin berkurang 

akibat pemilihan datum vertikal yang menggunakan perpotongan daratan dengan permukaan 

air pasang tertinggi sebagai titik dasar, yang selanjutnya dihubungkan menjadi garis pantai 

sebagai referensi penarikan garis batas laut sejauh 12 mil laut. Berkurangnnya luas wilayah 

laut daerah ini akibat pergeseran garis pantai yang semakin menjorok ke arah daratan, selain 

itu perubahan dalam pemilihan datum vertikal memiliki dampak signifikan apabila bentuk 

topografi pesisir pantai memiliki kelas kemiringan lereng datar hingga landai, sehingga 

semakin menggeser garis pantai ke arah daratan. Selanjutnya pergeseran garis pantai diatas 

peta cetak batas wilayah daerah masih berada dalam orde milimeter. 
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